BAD I
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak dan Ciri Pajak
1. Pengertian Pajak

Sampai saat ini telah banvak definisi pajak vang disampaikan oleh para ahli,
namun belum ada kefetapan yang pasti tentang definisi mana yang dianggap
paling tepat untuk menjelaskan pengeriian pajak tersebut tetapi pada dasarmnya
memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah
dipahami. Sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa definisi yang
dikemukakan oleh para ahli yang dimaksud. yaitu:

a. Pengertian pajak vang dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J. A Andriani dalam buku
Pengantar Ilmu Pajak yang telah diterjemahkan oleh (Brotodibardjo, 1993:2)
yaitu :

* Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang olen yang wajib membavarnva menurué peraturan-peraiuran,
dengan tidak mendapat prestasi — kembali, yang langsung dapt ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayval pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas Negara vang menyelenggarakan pemerintaban

b. Pengertian pajak menurut Prof. Dir. Rochmat Soemitro,SH dalam buku
Perpajakan Indonesia ( 1993:5) vaiw :

“ Pajak zdalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang
(vang dapat dipaksakan) dengan iidak mendapat jasa timbale
(kontraprestasiy, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk
membeyar pengeluaran umum

c. Pengertian pajak menurut Prof.Dv MJH.Smeeths.dalam buku De Economische

Betekenis Beastingen (terjemahan) vang telah diterjemabkan oleh Waluyo dan
Wirawan B Ilyas (Z002:5).
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“ Pajak adaleh prestasi kepada pemerintab yang terutang melalui norma-

norma hukum, dan dapat dipaksakan. tanpa adanya kontrapestasi yang dapat
ditanjukkan dalam hal vang individual, maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah *.

2. Ciri Pajak

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cini-ciri

yang melekat pada pengertian pajak adalab .

1.

2.

Pajak dipungu berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual olel pemerintah.

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Pajak dipsrumukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai publik investment.

Sifatnya dapat dipaksakan dan pelanggaran atas peraiuran perpajakan akan

kerakibat dikenakannya sanksi.

2.2 Fungsi dan Jenis Pajak

1. Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi, terlibat adanya 2 (dua) fumgsi pajak yaitu :
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1. Fungsi Pencrimaan (Budgeietr)
Pajak beriungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaaf: pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu
dimasukkarnya pajak dalam APBN sebagi penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh vaim dikenakannya pajak
yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula
terhadap barang mewah.
2. Jenis pajak
Pajak dapat dikelompokkan ke menurut ©
1. Golongan
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi haras menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersanghkutan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak vang pembebannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Sifat
Pembagiar. pajak menurut sifatnya terdiei atas
a. Pajak subyekiif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti
memperhatiken keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak

Penghasilan.
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b. Pajak obyekiif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
obyeknya “anpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya :
Pajak Pertzmnbzhan Nilaj dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Pemung:tan

a. Pajak Pusat adalah Pajok vang dipungut oleh pemeriniah pusat dan

digunakan untak membiayai rumah tangga Negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Penjuzlan atas Barang Mewah, Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dacrah dan

digunakan untak membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya : Pajak reklame dan Pajak hiburan.

2.3 Asas Pemunguaa Pajak
Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang dipakai oleh Negara
sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pajak, khususnya untuk
pengenaan pajak penghasilan. Dimana terdici dari 3 (tiga) asas yang digunakan
yaitu:
a. Asas tempat tinggal (Asas Domisili)
Negara-negara mempunyai  hak untuk  memungut  atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
[ndonesia dikenai pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang
berasal deri Indonesia atau berasal dari Juar negeri (Pasal 4 Undang-

Undang Pajak Penghasilan).



b. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan swatu Negara. Asas ini
diberlakukan kepada setiap oreng asing yang bertempat tinggal di
Indonesia uatuk membayar pajak.
¢. Asas Sumber
Negara mempunyai hak unwk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu Negara vang memungut pajak. Dengan demikian
Wajib Pejak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indenesia
dikenakan pajak di Indonesia tanpa memeperhatikan tempat tinggal

Wajib Paiak.

2.4 Tata Cara dan Sistem Pemunguntan Pajak
1. Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo, (2007:1) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan
3 (tiga) stesel, yaitu :
a. Stesel nyata (rii! stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada cbyek (penghasilan) yang nyata sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketabui. Kelebihan stelsel ini
adalah pajak yang dikenakan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat

dikenakan padz akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
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b. Stelsel anggapar (fictive steiselj
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-
undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun-tahun
sebelumya sechingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besamya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah
dibayar selama tahun berjalan, wnpa harus menunggu akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak vang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan
yang sesunggutnya.

¢. Stelsel campuran
Stelsel ini merapakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tabun, besarnva pajak dibitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada
pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekuranggannya.
Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta
kembali.

2. Sistemm Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

). Official Assesment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
aparatur perpa’akan (fiskus) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan

yang beriaku.



17

2). Self Assesment Svstem
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dergan ketentuan Undang-uandang perpajakan yang berlaku.
3). With Holding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Paiak sesuai dengan keteniuan undang-undang perpajakan yang

berlaku.

2.5 Pengertian daa Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPIN)
1. Pengertian PPM

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakkan di dalam
daerah Pabean dan ruang udara diataspya serta tempai-tempat tertentu di zona
ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Orang pibadi. perusahaan maupun
Pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak dikenakan PPN. Pada
dasarnya, setiap barang dan jasa adalah kena pajak.
2. Karakieristik FPN

Karakteristik PPN yang dimaksud adalah ciri khusus yang melekat pada
system PPN yang tidak dimiliki systern pajak lain. Karakteristik-karekieristik

yang dimaksud adzlah sebagai berikut :
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a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Dalam karakter ini memberikan suatu kensekuensi yuridis yaitu bahwa
antara pemikul beban pajak ( destinaris pajak) dengan penanggung jawab atas
pembayaran pzjak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul
beban pajak iri secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena
Pajak (BKP) arau Jasa kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas
pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Dan apabila
terjadi penyimpangan pemunguian Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi
Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang
Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli,
walaupun pemrbeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengussha Kena
Pajak.

Sebagai pajak tidak langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai
dirumuskan be-dasarkankan 2 (dua) sudut pandang antara lain : yang pertama
dari sudut pandang ckonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu
pihak yang aksn mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
Sedangkan vang kedua dari sudut yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak
kepada kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

b. PPN merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak onjektif adalah suatu jenis pajak yang saat
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang dinamakan
adanya faatbes and yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat

dikenakan pajek yang juga disebut dengan objek pajak. Kondisi subjektif
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subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai  tidak
membedakan avtara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan
berpenghasilan -endah.

c¢. Multi Stage Tax

Adalah karakteristik Pajak Periambahan Nilai yang dikenakan pada setiap
mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang
yang menjadi objek Pajak Pertambaban Nifai mulai dari tingkat pabrikan
(manufacrurer) kemudian ditingkai pedagang besar (wholesaler) dalam
berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer
(retailer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. PPN terutang uatuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan Indirect
Subtraction Me:hod/Credit Method atau Indirect Method.

Pajak yang serutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut
atau dikenakan pada waktu barang atan jasa yang disebut Pajak Keluaran
(output tax) dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian barang atau
penerimaan jasa yang dinamakan Pajak Masukan (inpuf fax).

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam MNegeri

Sebagal paak aias konsumsi umum dalam negeri, Pajak pertambahan
Nilai hanya dikznakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang dilakukan dalam negeri.

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Metral
Netralitas Fajak Pertambahan Milai {PPN) dibentuk melalui 2 (dua) factor

yaitu:
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13 PPN dikenaxan baik atas konsumsi barang maupun jasa.

2} Dalam pemngutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination
principle)
Dalam mekanisme pemungutanava PPN mengenal 2 (dua) prinsip
pemungutan yaitu :

1} Prinsip asal tempat ( origin principle} bahwa PPN dipungut di tempat asal
barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

2) Prinsip tempat tujuan (destination principle) PPN dipungut ditempat
barang atau jasa dikonsumsi.

g. Tidak Menimbul can Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan Pajak Berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena

Pajak Periambaian Wilai dipungut atas nilai tainbah saja.

2.6 Kekurangan dag Kelemahan PPN
Dari beberana karakteristik PPN dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki

beberapa kelebihar, yang tidak dimiliki oleh pajak penjuakan, sebagai svatu
system, ternyata PPN juza tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.
a. Beberapa kelebthan PPN

1) Mencegah terjedinya pengenaan pajek berganda.

2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri

3} PPN atas perolzhan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan

perolehan, sesuui dengan tipe konsumsi (comsumption type VAT) dan metode



pengurangan tidak langsung (indirect subiraction method). Dengan

demikian maka sangat membantu likuiditas perusahaan.

4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, PPN mendapat predikat sebagai
“money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa
dibebani oleh  pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk
memunguinya.
b. Beberapa kelemanan PPN :

1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak
langsung lain rya, baik dipihak adiminisirasi pajak maupun dipihak wajib
pajak.

2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemapuan
konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin
rendah tingkat kemampuan konsumen, scmakin berat beban pajak yang
dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai
pajak objektif.

3) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
Kerawanan ini disimbulkan sebagai akibat dar! mekanisme pengkreditan yang
merupakan upaya memeproleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha
dalam bulan yang sama tanpa terlebib dahutu melalui prosedur administrasi
fiskus.

4) Konsekuensi cari kelemahan iersebut pada sub 3, PPN menuntut tingkat
pengawasan yang lebih cermat oleh admvinistrasi pajak terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakkannya.



2.7 Dasar Hukum Pajal Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undzng Nomor § Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajek Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal
dengan nama UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk
reformasi system perpajakan nasional (fax reform) 1983. Sebagai pengganti UU
Nomor 19 Tahun 1951 Drt. jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak
Penjualan, UU PPN 1984 ini mulal berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam
kurun waktu 15 tzhun sejak mulai beriakey, Undang-undang Nomor 11 Tahun
1994 vang dimulai berfaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan
yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah :

a. lebih meningkatkan kepastian hukum dap keadilan.

b. Menciptakan system perpajakan  yang sederhana dengan tanpa

mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.

Latar belakang perubahan justru dijwmpai dalam memori penjelasan bagian
umum yang menegaskan bahwa dalam era reformasi saat ini, perkembangan
social ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan system
perpajakn yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia
usaha karepna masih dijumpai kelemohan-kelemahan dalam Undang-undang
perpajakan, yaitu :

a. belum adil walanpun sudah dilaksanakan sesual ketentuan.

b. kurang memberikan hak-hak wajib pajak.

¢. kurang meriberikan kemudaban kepada wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya
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kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

2.8 Objek PPN dan Subjek PPN

1. Objek PPN

Objek Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a.

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;

Impor Barang Kena Pajak;

Penyerahar Jasa kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan cleh Pengusaha;

Pemanfaaten Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerzh Pabean
di dalam dzerah Pabean;

Pemanfaatzn Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha kena Pajak;

Kegiatan niembangun sendiri vang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha
atau pekerjaaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan

digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain;

. Penyerahar akiiva oleh Pengusaha Kepa Pajak yang menurut tujuan

semula ak:iva tersebut tidak uniuk diperjualbelikan, sepanjung Pajak

Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.



2. Subjek PPN
Dari ketentuap yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16C dan
16 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu :
1. Pengusaha Kena ”zjak
Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak
adalah Pasal 4 kuruf a, huruf ¢ dan haruf { serta Pasal 16D jo Pasal angka 15
UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.
Dari pasal-pasal ini dapat diketahui behwa :
a. yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
dapat dikenakan PPN adalah Peagusaha Kena Pajak ( Pasal huruf a, huruf
c jo Pasal 1 angka 15 UU PEN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 143 Tahun 2000).
b. yang mengekspor Barang Kena Pzjak yang dapat dikenakan PPN adalah
Pengusaha Kena Pajak ( Pasal 4 huruf f ULTPPN 1984)
c. yang menyerahkan aktiva vang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan adalah Pengusaha K.ena Pajak (Pasal 16D UU PPN 1934)
d. bentuk kerjasama operasi vang apabila menyerahkan arang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak dapat dikevakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak

(Pasal2 Peraturan pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).
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2. Bukan Pengusahe Fena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetepi bukan Pengusaha

Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4

huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN1934.

Berdasarkan paszl-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

1) siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 UU PPN 1934),

2) siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf
d dan huruf e UU PPN tahun 1984),

3) siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannya (Fasal 16C UU PPN 1984)

2.9 Dasar Pengenzan Pajak
Untuk menghitung besarnya pajak vang terutang, diperiukan adanya Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang teruieng dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan Dasar Pengenaan pajak. Yang dimaksud Dasar Pengenaan
Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor
atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan, yang dipaki
sebagai dasar untuk menghitung pajak vang terutang.
Terdapat 5 (lima) kal yang menjadi dasar penger:aan pajak yaitu:

a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
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Pajak, tidak -ermasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan
harga vang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian adalah nilai berupa vang termasuk semua biya yang diminta
atau scharusaya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kana
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan
potongan harha yang dicantimkan dalam {aktur pajak.

¢. Nilaj ekspor adalah nilai berupa uang. wermasuk semua biaya yang diminta
atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai impor adalah berupa vang yang menjadi dasar perhitungan bea
masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan
dalam peratiran perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena
Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.

e. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar
pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

yang memenuhi kriteria terteniu.

2.10 Mekanisme Pemungutan PPN

Sebelum Barang Kena Pajak aiau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada
tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi
maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan
efek ganda (Casscadz effect) karena adanya umur kredit . Oleh karena itu beban
pajak oleh konsumen besamnya ictap sama, tidak terpengaruh oleh panjang

pendeknya jalur produksi atau jalur disiribusi.



Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang diserahkan Pengusaha Kepa Pajak . Nilai tambah ini dimaksudken adalah
selisih harga jual can harga pokok barang tersebut. Ada 3 (tiga) metode dalam
pemungutan PPN yaiw :

a. Addition Method
Dengan Mztode ini bahwa PPN dihitung dari tarifl’ kali seluruh
penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap
Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas
biaya yang dikelvarkan.
b. Subtraction Method
PPN vang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan
dengan harga perbelian.
c. Credit Method
Pada metodz ini ini hampr sama dengan metede 2 diatas, hanya pada credit
method ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian
dengan pajak yang dipungut pada penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat,
karena dimungk nkan komponen hargs beli terdapat komponen yang tidak
terutang PPN. Dalam hal pengkreditannya seperti subtraction method agar
menghasilkan pa:ak atas nilai tambah secara tidak langsung, maka juga disebut
indivect subsiraction method Demikian pula penyebutan invoice method

sebagai akibat dituntut alat bukti berupa fakiur pajak (tax invoice).



2.11 Tarif Pajak
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sehesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertarnbahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga
mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memeriukan daftar penggolongan
barang atau penggolongan jasa dengan farif yang berbeda sebagaimana berlaku
pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang kena Pajak sebesar
0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
Barang Kena Pajak di dalam Dacrah Pabean. Oleh karena itu, Barang kena
Pajak yang diekspor atau konsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol
persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Dengan demikian, Pajak Masukau vang telah dibavar dari barang yang diekspor

tetap dapat dikreditkan.

2.12 Cara menghitung PPN, penyetoran dan pelaporan pajak.
1. Cara Menghitung Pajak

Cara mengh.tung Pajak Pertambshan Nilai vang terutang adalah dengan
mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai { 10% atau atav 0% untuk ekspor
Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

PPN yeng tevitang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak
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Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga jual, Penggantian, Nilai Impor,
Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang diictaopakn oleh Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk meghitung pajak vang terutang. Pajak Pertambahan
Nilai vang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha
Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan.

2. Penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh orang pribadi atau badan vang
memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar
daerah pabean, harus disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Tempat
penyetoran yang dimaksud adalah PT Pos Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk
oleh Direktorat Jerderal Anggaran sebagai bank persepsi.

Penyetoran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas
nama wajib pajak luar negri yang menyerajhkan barang kena pajak tidak berwujud
ataun jasa kena pajek dari luar dacrak pabean. Surat Setoran pajak tersebut
diperlakukan sebagai faktur pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam keputusan Direkiorai Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ/1994
tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut
dapat dikreditkan szbagai pajak masuken sesual dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaporan

Bagi Pengusahs Kena Pajak (PKP) , PPN yang telah dipungut dan disetor

tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa

pajak terjadinya penyetoran. Dalam hal ini pembayaran PPN tersebut berkaitan
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dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak
masukan yang dapat dikreditkan, Surat pemberitehuan masa pajak pertambahan
nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan pajak pertambahan nilai
atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar
pabean.

Bagi orang pribadi atau badan vang bukan pengusaha kena pajak. wajib
melaporkan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut dengan
mempergunakan buki setoran ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 20
dari bulan penyetoran dilakukan, kepada kantor pelayanan pajak tempat orang
pribadi atau badan tersebut terdafiar sebagai wajib pajak.

Dalam Pelaporzn PPN menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195,
dimana  wajib  digunakan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  guna
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang
dan juga untuk melaporkan tentang :

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

b. Pembayaran atau pelunasan pejak vang telah dilaksanakan sendiri oleh

Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dafam satu Masa
Pajak. yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan
perpajakan yang berlaku;

c. Bagi pemotong atau Pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak

yang dipotong atau dipungut dan disctorkannya.
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Berdasarkan Pasal &« UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT Masa PPN harus
dilakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangi oleh :

1. pengurus atzu direksi untuk wajib pajek Badan;

2. Wajib Pajak vang namaya tercaniurs dalam Kartu NPWP dan SK PKP

bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam hal SPT Masa PPN ditandatangani oleh orang lain selain yang disebut
diatas, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. ( Surat kuasa khusus untuk SPT Masa
PPNdibuat per Masa Pajak dengan menyebut bulan bersanghutan, jadi tidak dapat
dibuat untuk satu tabun buku, pen.) SPT Masa PPN harus disampaikan dengan
lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak,SPT Masa PPN yang disampaikan tidak lengkap dianggap SPT Masa PPN
tersebut tidak pernah disampaikan. Lampiran yang wajib disertakan pada SPT
Masa PPN ditetapkzn dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomeor : KEP-
12/P)./1995 tangga. & Februari 1993 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP -386/PJ./2002 tanggal 13 Agustus 2002. Adapun bentuk SPT Masa PPN

beserta lampirannya, adalah sebagai berikus :

1) Formulir 1195 - SPT Masa PPN induk.
2) Formulir 1195 Al - Daftar Pajak Kelvaran dan PPnBM
3) Formulir 1195 A2 - Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Yang Tidak

Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditan
ggung Pemerintah (DTP)
4) Formulir 1195 A3 - Daftar Pajak Keluaran dan PPpBM kepada

Pemumgut PPN



5) Formulir 1195 B!

6). Formulir 1195 B2

7) Formaulir 1195 B3

8) Formulir 1195 B+

9) Formulir 1101 BM

Mekanrisme pelaporan
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~ Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan

- Daftar Pajnk Masukan dan PPnBM Yang
Memperoleh Pembayaran Pendahuluan dari
BAPEKSTA keuangan

- Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM)
Yang TelahDikreditkan / Tidak Dipungut/
Ditangguhkan / Dibebaskan

- Daitar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat
Dikreditkan. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT
Masa PPM formulir 1195 dengan lampiran
sekurang-kurangnya formulir pada angka 1) sampai
dengan 6) dan angka 8), sedangkan bagi PKP yang
merupakan Pabrikan dan menyerahkan BKP yang
tergolong  Mewah serta Eksportir  BKFP yang
Tergolong Mewah diwajibkan menambahkan satu
lampivan lagi, yaim

- 8PT Masz Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Dalam penjelasan pasal 3 UU KUP di garisken bahwa bagi PKP fungsi surat

pemberitahuan adalah sebagai sarana uniuk melaporkan dan mempertanggung

jawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan mengenai :
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a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang iclah dilaksanakan sendiri oleh
Pengusaha kena Pajak atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak,
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah
sebagai sarzna untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak

yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.

2.13 Perlakuan Wajib Pajak PPN
PPN mempunyai 2 (dua) perlakuan bagi Wajib Pajak yakmi :

a. PPN tidak dipungut yaitu bahwa aias pajak masukan yang berkaitan
Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap dapat
dikreditkan, dengan demikinn PPN tetap terutang akan tetapi tidak
dipungut.

b. PPN yang dibebaskan yaitu mempunyai akibat tidak adanya pajak
keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan

tersebut tidak dapat dikreditkan.



